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<b>ABSTRAK</b><br>

Era perdagangan bebas membawa negara-negara saling bekerja sama untuk mengambil manfaat liberalisasi
yang sebesarnya. Salah satu caranya adalah dengan pembentukan kawasan perdagangan preferensial.
Kawasan perdagangan preferensial adalah suatu kawasan yang terdiri dari dua atau lebih negara, dimana
mereka saling bersepakat untuk menurunkan ataupun menghapuskan tarif dan hambatan non-tarif di
antaranya. Dalam penulisan ini, akan dibahas mengenai pengaturan kawasan perdagangan preferensial di
dalam WTO. Terdapat tiga cara pembentukan kawasan perdagangan preferensial menurut WTO, yaitu Pasal
XXIV GATT 1947, Pasal V GATS 1994, dan ketentuan enabling clause. K etiga ketentuan tersebut
mengatur mengenai kesatuan pabean, kawasan perdagangan bebas, serta suatu interim agreement.
Selanjutnya, juga akan dibahas mengenai perkembangan pembentukan kawasan perdagangan preferensial,
khususnya yang dilakukan oleh negara berkembang, dengan mengambil contoh ASEAN. ASEAN saat ini
memiliki enam kawasan perdagangan preferensia, yaitu lima kawasan perdagangan bebas (ASEAN Free
Trade Area, ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-Korea Free Trade Area, ASEAN-Australia-New
Zedland Free Trade Area, dan ASEAN-India Free Trade Area) serta sebuah kemitraan ekonomi dengan
Jepang (ASEAN-Japan Closer Economic Partnership). Terakhir, penulisan ini membahas mengenai
implikasi keberlakuan perjanjian tersebut bagi Indonesia. Dalam pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa
pembentukan kawasan perdagangan preferensial tidak selalu meningkatkan perdagangan internal para
anggotanya. Dalam kaitannya dengan ASEAN, maka Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar,
belum dapat memanfaatkan secara penuh keberadaan kawasan perdagangan preferensial tersebut. Bahkan,
Indonesia harus meminimalisir dampak dari pelaksanaan kawasan perdagangan preferensial ASEAN yang
justru menimbulkan kesulitan bagi industri dalam negeri.
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<b>ABSTRACT</b><br>

The focus of this study isto examine the legal fondations of Preferential Trade Area. Preferential Trade
Areaisagroup of countriesin which they agreed to eliminate or reduce the tariff and non-tariff barriers
among them. This study will discuss about the formation of Preferential Trade Areas within the WTO Rules.
According to WTO, there are three legal fondations for the formation of Preferential Trade Area. They are
Article XXV of GATT 1947, Article V of GATS 1994, and the Enabling Clause. Those provisions define
the Preferential Trade Area by Customs Union, Free Trade Area, and Interim Agrreement leading to the
formation of Customs Union or Free Trade Area. Moreover, this study also address the recent development
of the formation of Preferential Trade Areain some regions, particularly in South East Asia. Therefore, this
study will examine the formation of ASEAN Free Trade Area, a free trade area formed by the Members of
ASEAN. Since the economic co-operation of ASEAN also involve another countries, namely China,
Republic of Korea, Japan, Australia and New Zealand, and India, this sudy will also examine their formation
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within the WTO Rules. This study will also discuss the implication of those Preferential Trade Areasin
Indonesia. Finally, this study will show that there are alarge number on the formation of Preferential Trade
Area by developing countries. It also shown in this study that the formation of Preferential Trade Area does
not always success to increase the internal trade between the members. In regard to Indonesia, the two
Preferential Trade Areas which already in force, AFTA and ACFTA, do not significantly improve the
Indonesian trade with ASEAN or China. On the other side, those preferential trade areas tend to cause
serious injuries to the domestic industries, and therefore the Government is forced to take certain measures
in order to minimal the impacts of those preferential trade aress.



